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Terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hak dan kesempatan berpartisipasi 
dan menikmati semua hasil pembangunan di Indonesia,  merupakan suatu hal yang wajib diimplementasikan 
secara terus-menerus. Termasuk di dalamnya adalah aspek ekonomi. Tetapi realitasnya, masih terjadi 
diskriminasi dan marginalisasi ekonomi terhadap perempuan, yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-
hak ekonomi perempuan, yang juga berpengaruh signifikan terhadap kehidupan keluarga, masyarakat dan 
negara. Dalam kerangka itulah, artikel ini berusaha mendiskusikan tentang 1) Konsep pemberdayaan ekonomi 
perempuan, 2) Fakta pemberdayaan ekonomi perempuan, dan 3) Upaya pemerintah dalam pemberdayaan 
ekonomi perempuan. Dengan penguatan kembali program Pengarusutamaan Gender dan perbaikan tata kelola 
yang baik (good governance) pemerintah Indonesia, diharapkan kesetaraan gender (gender equality) di berbagai 
bidang pembangunan, termasuk juga bidang ekonomi, dapat segera terwujud.  
 





Peningkatan peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan, masih jauh dari target 
sebagaimana yang diharapkan, yaitu terwujudnya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam 
hak dan kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Padahal pembangunan pemberdayaan 
perempuan telah dilaksanakan lebih dari dua dasawarsa. 
 
Perempuan masih tertinggal di berbagai bidang dibanding laki-laki. Padahal diketahui bahwa penduduk 
perempuan Indonesia berjumlah lebih dari separoh jumlah penduduk. Apabila didukung oleh kualitas yang tinggi, 
maka penduduk perempuan merupakan potensi produktif dan modal pembangunan. Bahkan proyeksi komposisi 
jumlah penduduk Indonesia atas dasar jenis kelamin juga memberikan gambaran bahwa jumlah perempuan 
selalu lebih banyak dibanding laki-laki.1   
 
                                                          
1
Lihat perkiraan komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin dan umur tahun 2000 – 2020 pada 
“Proyeksi Penduduk Indonesia Menurut Propinsi 1990-2025,” Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1993 dalam Riant 





Asumsi-asumsi dalam kebijakan publik di Indonesia, sering memposisikan peran perempuan hanya sebagai ibu 
rumah tangga, sehingga mengurangi hak dan kesempatan perempuan yang akhirnya mengukuhkan bentuk-
bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di segala bidang pembangunan.2  
 
Sebenarnya pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik 
untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.  Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi 
merupakan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. Ketika wanita menjadi kaum terdidik, mempunyai 
hak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja di luar rumah serta mempunyai pendapatan mandiri, dengan 
demikian kesejahteraan rumah tangga meningkat. Lebih dari seabad lalu telah dikemukakan Kartini, bahwa tiap 
wanita mesti memiliki kemandirian secara ekonomi, agar dirinya mempunyai wewenang dan posisi dalam relasi 
domestik, keluarga, dan lingkungan sosial. 
 
Dengan demikian, penguatan dan optimalisasi perempuan secara berkesinambungan dalam kehidupan ekonomi 
merupakan hal yang sangat penting. Tetapi terdapat fakta dan data bahwa perempuan sangat sering menjadi 
pihak yang lemah, kalah, dan termarginalkan terutama di bidang ekonomi. Kualitas penduduk perempuan yang 
kurang menggembirakan merupakan akibat dari pendekatan pembangunan yang belum mengindahkan 
kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan 
perempuan tidak memiliki akses, kesempatan, dan kontrol atas pembangunan, serta tidak memperoleh manfaat 
dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. 
 
Banyak fakta yang menunjukkan bahwa dalam pembangunan, perempuan seringkali menjadi pihak tertinggal. 
Padahal, terdapat dua indikator keberhasilan pembangunan yaitu akses dan kontrol akan pembangunan bisa 
dilakukan atau didapatkan perempuan dan laki-laki dan hasil pembangunan bisa diterima oleh wanita dan laki-
laki secara adil, proporsional, dan berkelanjutan, baik di areal publik atau domestik. 
 
Hal tersebut tentunya akan menyebabkan dampak dan akibat baik bagi perempuan  itu sendiri maupun bagi 
lingkungan keluarga dan sekitarnya. Dampak tersebut misalnya, ketidakberdayaan dalam aspek ekonomi bagi 
perempuan, menjadi salah satu akar utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah 
tangga dalam aspek ekonomi tersebut bisa dalam bentuk  kekerasan ekonomi berat dan kekerasan ekonomi 
ringan. Kekerasan ekonomi berat yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi 
berupa; 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, 2) Melarang korban bekerja 
tetapi menelantarkannya, 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan 
atau memanipulasi harta benda korban.3 Sedangkan kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya 
                                                          
2Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Jenis kelamin merupakan 
pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin 
tertentu, misalnya manusia jenis laki-laki memiliki penis, memiliki kalamenjing dan memproduksi sperma. Sedangkan 
perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan 
memiliki alat menyusui. Alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, secara permanen tidak 
berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan gender 
adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 
Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan 
perkasa. Sifat atau ciri-ciri ini dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, 
emosional dan keibuan. Sementara ada juga perempuan yang kuat, perkasa dan rasional. Selanjutnya lihat Mansour Fakih, 
Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999/1996), hlm. 4.  





sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan 
dasarnya.4 
Dalam kondisi tersebut, perempuan (isteri) akan tergantung secara ekonomi kepada kaum laki-laki (suami), 
akibatnya perempuan tidak memiliki posisi tawar menawar yang kuat, sehingga perempuan bisa diperlakukan 
semena-mena oleh kaum laki-laki. 
 
Oleh karena hal tersebut di atas, artikel ini mencoba mendiskusikan berbagai hal terkait pemberdayaan ekonomi 
perempuan, yang meliputi: 1) Konsep pemberdayaan ekonomi perempuan, 2) Fakta pemberdayaan ekonomi 
perempuan, dan 3) Upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.  
 
 
Konsep Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
 
Pada awalnya program pemberdayaan perempuan secara umum diarahkan untuk mendorong kemajuan 
perempuan agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pembina keluarga, pencari nafkah 
dan pelaku pembangunan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangannya,  program pemberdayaan perempuan 
tersebut, diarahkan untuk mewujudkan kemitra sejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan 
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
 
Oleh karena itu sasaran pemberdayaan perempuan tersebut, ditujukan untuk mengembangkan dan 
mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan, yang memungkinkan dirinya dapat 
memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan. Melalui 
upaya pemberdayaan perempuan tersebut, maka kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan diharapkan 
dapat terwujud di berbagai bidang, termasuk di dalam pemberdayaan ekonomi. 
 
Pemberdayaan mengandung makna adanya partisipasi seluruh pihak yang diwujudkan dalam strategi 
pemberdayaan yakni pembangunan kesejahteraan sosial dengan jalan memanfaatkan potensi dan sumber 
kesejahteraan sosial yang belum didayagunakan secara optimal. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan 
menggali kemampuan sasaran pelayanan, mendayagunakan potensi dan sumber yang tersedia di masyarakat 
dengan memberikan ketrampilan, pendampingan, dan bimbingan sosial serta pengembangan usaha ekonomi 
produktif, dan usaha kesejahteraan sosial.  
 
Pemberdayaan perempuan tersebut sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan yaitu:5 
 
1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan; 
2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan; 
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung 
pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 
 
Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan usaha yang membutuhkan interaksi yang sederajat dan saling 
menguntungkan sesuai fungsi dan potensinya masing-masing dari aktor-aktor pemberdaya dan perempuan yang 
                                                          
4 Ibid. 






diberdayakan.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui P2TP2A (Pusat 
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan sebuah lembaga pemerintah berbasis 
masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perempuan, yang memiliki kewajiban moral untuk turut serta 
memerangi dan menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.6  
 
Salah satu hal yang menjadi perhatian selain memberikan perlindungan kepada perempuan dari perilaku 
kekerasan, juga menciptakan kemandirian perempuan dengan melakukan program pemberdayaan ekonomi 
khusus untuk kaum perempuan.  
 
Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah dalam 
memberdayakan perempuan di bidang ekonomi. Program juga berupaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan 
bagi perempuan dengan memberikan ketrampilan.  
 
Pertumbuhan ekonomi akan memacu pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas 
hidup. Di sektor ini perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalui berbagai jalur baik 
kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik. 
 
Jalur kewirausahaan  perempuan  merupakan jalur pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan. 
Program  kewirausahaan perempuan tersebut bertujuan untuk:7 
 
1. Mengembangkan  potensi  perempuan  sebagai  wirausaha dengan mengelola potensi sumber daya yang 
ada di sekitarnya. 
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan  melalui pemberdayaan kewirausahaan berbasis  potensi  yang ada 
 di sekitarnya. 
3. Meningkatkan kemampuan  perempuan  dalam  melakukan usaha baik  secara bersama-sama atau  mandiri 
 untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya. 
 
Dalam melaksanakan program kewirausahaan perempuan tersebut, difokuskan pada lima aspek yaitu:8 
 
1. Pengembangan Kapasitas dan Karakter 
Dalam program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha perempuan secara komprehensif, mulai 
dari motivasi berusaha, manajemen usaha, dan hal lainnya seputar kewirausahaan untuk perempuan.  
2. Konsultasi dan Pendampingan 
Setelah dilakukan pelatihan, para perempuan kemudian mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha 
untuk bisa menguatkan dan meng-upgrade kapasitas serta kualitas usahanya di masa depan.  
3. Organisasi 
Sebagai individu ataupun kelompok usaha, perempuan sangat membutuhkan penguatan di bidang 
organisasi bisnisnya. Di tahapan ini diharapkan para perempuan yang berwirausaha mampu menjalankan 
bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas.  
                                                          
6Siwi Nurbiajanti, “Berdayakan Ekonomi Perempuan Cegah KDRT”,  dikutip dari 
http://nasional.kompas.com/read/2008/06/11/20452112/Berdayakan.Ekonomi.Perempuan.Cegah.KDRT. 
7 Admin, “Acuan Pendidikan Kewirausahaan Perempuan Berbasis Potensi Lokal” dikutip dari 
http://www.imadiklus.com/2010/03/acuan-pendidikan-kewirausahaan-perempuan-berbasis-potensi-lokal.html, diakses pada 
tgl  14 Mei 2012. 
8Admin, “Pemberdayaan Wanita di Bidang Ekonomi” dikutip dari http://www.wrp-diet.com/pemberdayaan-wanita-untuk-






Perempuan mendapatkan pengetahuan mengenai upaya membuka dan membangun pasar untuk produk-
produk yang telah dimiliki.  
5. Jejaring 
Diharapkan perempuan dan kelompok usaha perempuan mampu menemukan, membuat, dan menguatkan 
jaringan sosial untuk usahanya.  
 
Sedangkan perempuan sebagai tenaga kerja terdidik9 adalah tenaga kerja perempuan yang mendapatkan suatu 
keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya 
seperti lulusan SMP, lulusan SMA/SMK, sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda/D3, doktor, master, dan lain 
sebagainya. Tabel di bawah ini memperlihatkan distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan serta 
berdasarkan jenis kelamin: 
 
Tabel 1: Tingkat Pendidikan Laki-laki Dan Perempuan 
 
Sumber: BPS-RI, SUSENAS 2009 dan 2010. 
 
Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa tenaga kerja terdidik perempuan baik di pedesaan maupun di perkotaan 
mempunyai potensi yang cukup besar dan setara dengan potensi tenaga kerja laki-laki.  
 
Kalau dilihat dari tahun 2009 dan tahun 2010, mereka yang berpendidikan SD/sederajat, SMP/Sederajat, 
SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi, jumlahnya  semakin meningkat. Sejalan dengan itu jumlah pekerja 
berpendidikan rendah juga menurun dari waktu ke waktu. Hal ini sangat menentukan produktifitas tenaga kerja 
Indonesia khususnya tenaga kerja perempuan.10 
 
Dalam perspektif Islam, perempuan tidak dilarang mengaktualisasikan diri dengan bekerja baik di dalam maupun 
di luar rumah, baik sebagai wirausaha maupun sebagai tenaga kerja terdidik, karena ada suatu keadaan atau 
                                                          
9 Admin, ”Macam / Jenis Tenaga Kerja Berdasarkan Keahlian / Kemampuan - Terdidik, Terlatih & Tidak Terdidik dan Tidak 
Terlatih” dikutip dari  
http://organisasi.org/macam_jenis_tenaga_kerja_berdasarkan_keahlian_kemampuan_terdidik_terlatih_tidak_terdidik_dan_ti
dak_terlatih, diakses pada tgl 9 Mei 2012. 






jenis-jenis pekerjaan yang menuntut seorang perempuan untuk melakukannya, seperti pedagang, perawat, 
bidan, penjahit wanita, dokter, dosen, guru dan lain sebagainya. 
 
Selain hal tersebut juga dikarenakan keadaan ekonomi keluarganya yang menuntut diri perempuan bekerja 
membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau seperti seorang janda yang harus 
memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil. Hal seperti ini menuntut diri perempuan untuk membuka 
usaha mandiri atau mencari pekerjaan, daripada harus mengemis belas kasihan orang lain. 
 
Dalam buku tulisan  Monzer Kahf yang berjudul The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The 
Islamic Economic System menyebutkan bahwa, “tingkat keshalehan seseorang mempunyai korelasi positif 
terhadap tingkat produksi yang dilakukannya”. Jika seseorang semakin meningkat nilai keshalehannya maka nilai 
produktifitasnya juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya jika keshalehan seseorang itu dalam tahap 
degradasi (menurun) maka akan berpengaruh pula pada pencapaian nilai produktifitas yang menurun.11 
 
Dalam berbagai aspek kehidupan Islam tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Islam tidak 
mengajarkan pandangan yang dikotomis antara perempuan dan laki-laki. Kalau ada perbedaan, maka itu 
hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, 
sehingga perbedaan yang ada tidak seharusnya mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang 
lain. Pada prinsipnya, Islam mengajarkan persamaan antara manusia. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang 
kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada 
sang Khalik atau tingkat keshalehan seorang hamba kepada Allah SWT. 
  
Persamaan kedudukan (derajat) yang diberikan al-Qur’an terhadap perempuan  dan laki-laki menuntut 
konsekuensi adanya perbedaan hak-hak antara keduanya, termasuk hak-hak ekonomi. Hak-hak  perempuan dan 
laki-laki  secara umum digambarkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 32, yang artinya: 
  
“Bagi laki-laki hak/bagian dari apa yang dianugerahkan kepadanya/diusahakannya, dan bagi 
perempuan hak bagian dari apa yang dianugerahkan kepadanya/diusahakannya...” 
 
Selain itu Allah SWT  menjadikan  manusia perempuan dan laki-laki agar  beramal kemudian menguji siapa di 
antara mereka yang  paling  baik  amalannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat Ali 
Imran ayat 195 yang artinya: 
 
"Maka  Tuhan  mereka  memperkenankan  permohonannya  (dengan berfirman):  'Sesungguhnya  Aku  
tidak  menyia-nyiakan  amal orang-orang  yang  beramal  di antara  kamu,  baik  laki-laki maupun 
perempuan...’.” 
 
Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas, siapapun yang beramal shaleh atau beramal yang baik, mereka akan 
mendapatkan pahala di akhirat dan balasan yang baik di dunia. Bahkan Allah SWT akan menganugerahkan 
pahala yang lebih baik terhadap usaha atau amal shaleh yang dilakukan oleh manusia baik laki-laki maupun 
perempuan, seperti dalam firman Nya dalam surat an-Nahl ayat 97 yang artinya:  
 
                                                          
11 AM. Hasan Ali, “ Meneguhkan Kembali  Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam”, dikutip dari 
http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/453-meneguhkan-kembali-konsep-produksi-dalam-ekonomi-islam.html, diakses 





"Barangsiapa yang mengerjakan  amal  shaleh,  baik  laki-laki maupun  perempuan  dalam  keadaan 
beriman, maka sesungguhnya, akan  Kami  berikan  kepadanya  kehidupan  yang   baik   dan 
sesungguhnya  akan  Kami  beri  balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 
telah mereka kerjakan." 
 
Di dalam hadispun terdapat nama-nama perempuan yang bekerja di masa hidupnya seperti Ummu Salamah (istri 
Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lainnya yang  tercatat sebagai tokoh 
perempuan yang terlibat dalam peperangan.12  
 
Disamping itu, para perempuan pada masa Rasulullah saw, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada 
yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti 
Huyay (istri Nabi Muhammad saw) serta ada juga yang menjadi perawat, bidan, dan sebagainya.13  
 
Dalam bidang perdagangan, istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang 
perempuan yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang 
perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif 
bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Sementara itu, Al-Syifa', seorang 
perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar 
kota Madinah.14  
 
Nama-nama perempuan di atas merupakan contoh yang terjadi pada masa Rasulullah saw dan sahabat beliau, 
menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. 
 
Dari beberapa ayat al-Qur’an dan al-Hadis di atas dapat dimengerti bahwa Islam membenarkan kaum 
perempuan  aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar 
rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama 
pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya, dan 
dapat pula menghindarkan diri dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.  
 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja dalam pemenuhan haknya 
dalam ekonomi baik melalui jalur kewirausahaan atau sebagai tenaga kerja terdidik, selama ia membutuhkannya, 
atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.  
 
 
Fakta Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
 
Pembangunan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik 
laki-laki maupun perempuan. Namun disadari bahwa keterlibatan   perempuan   dalam   proses   pembangunan 
ekonomi,   sebagian   masih   belum maksimal.  
 
Sebagai contoh keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan tidak hanya bertujuan untuk  membantu 
memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya,  tetapi  juga  untuk  
                                                          
12Admin, “Berhakkah Perempuan Bekerja?”,  dikutip dari www.weddingannouncer.com/.../ber-hak-kah-perempuan-







mencapai  kepuasan  individu.  Oleh  karena  itu keterlibatan   perempuan   dalam   ketenagakerjaan   dapat   
menggambarkan   tingkat kesejahteraan  dan  pemberdayaan  perempuan dalam aspek ekonomi.   
 
Semakin  banyak  perempuan  yang bekerja, secara tidak langsung dapat mengindikasikan semakin banyak 
perempuan yang mampu membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang 
telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian,  demikian pula 
dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu angkatan kerja dan  bukan  angkatan  kerja.  Kelompok  angkatan  kerja  terdiri  atas  penduduk  yang 
bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran.  
 
Ukuran  untuk menunjukkan  keterlibatan perempuan dalam perekonomian adalah Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) bagi perempuan. TPAK  merupakan proporsi penduduk yang termasuk angkatan kerja, 
yakni mereka yang bekerja  dan menganggur terhadap   penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Secara nasional  
terlihat  bahwa pada tahun 2010, TPAK perempuan (51,76 persen) lebih rendah bila  dibandingkan TPAK laki-laki 




Gambar 1: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
 
Realitas ini terjadi karena pada umumnya perempuan menyandang peran ganda, yaitu selain aktif dalam 
kegiatan perekonomian mereka juga  dituntut untuk berperan dalam mengasuh anak- anak mereka.  
 
Tingkat upah antara pekerja perempuan dan laki-laki juga sangat menarik untuk dikaji, guna melihat perbedaan 
kondisi antara buruh/karyawan/pegawai perempuan dan laki-laki   berdasarkan   daerah   tempat   tinggal,   
tingkat   pendidikan   dan   lapangan pekerjaan utamanya. Perbedaan tersebut dapat menunjukkan seberapa 
besar peranan perempuan terhadap ekonomi rumah tangga dilihat dari kontribusi upah/gaji bersihnya. Seperti 
yang ditunjukkan dalam tabel berikut:16 
 
                                                          











Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa secara umum rata-rata upah atau gaji perempuan selalu lebih 
rendah bila dibandingkan laki-laki, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Keadaan yang sama juga  terlihat  
pada  rata-rata  upah  atau  gaji  berdasarkan  tingkat  pendidikan  yang terlihat dari perbandingan upah 
perempuan dan laki-laki yang ditunjukkan oleh rasio upah yang kurang  dari 100 pada setiap jenjang pendidikan. 
Perbedaan yang cukup signifikan pada tingkat  pendidikan tidak tamat SD, dimana besarnya rasio upah adalah 
61,97 yang berarti bahwa besarnya upah atau gaji bersih perempuan dibanding laki-laki adalah 61,97 berbanding 
100. Fakta tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut:17 
 












Perbedaan upah adalah akibat adanya perbedaan peran gender di dalam keluarga yang mempengaruhi 
pandangan masyarakat terhadap jenis pekerjaan yang diasosiasikan dengan peran perempuan. Mayoritas 
pekerjaan perempuan dianggap tidak membutuhkan kekuatan fisik / penguasaan mesin-mesin berat, tetapi 
membutuhkan ketelitian, kerapian dan kebersihan. Pekerjaan tersebut, sayangnya dipandang tidak memerlukan 
keahlian khusus dan diberi nilai rendah. Adanya pandangan bahwa perempuan adalah tanggung jawab suami 
atau dianggap “lajang”, juga mempengaruhi lebih rendahnya upah perempuan. 
 
Partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan tidak hanya menarik dilihat  dari  sisi  sebagai  pekerja,  namun  
juga   dilihat  dari  sisi  perempuan sebagai pengusaha atau wirausaha. Dalam hal tersebut mengindikasikan 
peran penting perempuan yang sudah mampu  mandiri dan juga mampu menciptakan  lapangan  pekerjaan bagi  
orang  lain. Sehubungan dengan hal ini, kelompok usaha industri mikro dan kecil merupakan kelompok usaha 
yang paling banyak digeluti oleh pengusaha-pengusaha perempuan tersebut. Sebagaimana yang dapat dilihat 
pada gambar berikut ini:18 
 
 
Gambar 2: Perbandingan Antara Perempuan Dan Laki-laki Sebagai Pengusaha 
 
Menurut data BPS pada tahun 2010, keterlibatan perempuan  sebagai  pengusaha  menunjukkan  jumlah  yang 
kurang sebanding dengan laki-laki, di mana persentase perempuan sebagai  pengusaha sebesar 41,40 
persen dan laki-laki sebagai pengusaha sebesar 58,60 persen.  
 
Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi belum 
diimplementasikan secara maksimal, walaupun dalam aspek legislasi sudah banyak diundangkan oleh 
pemerintah, namun belum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian perempuan dalam ranah ekonomi. 
 
Adapun salah satu faktor yang menghambat pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia  adalah  produk  
hukum.  Di  Indonesia  terdapat  banyak  produk hukum dan perundang-undangan yang m a s i h  diskriminatif, 
tidak setara dan tidak adil gender. Selain itu, masyarakat dan para penegak hukum juga  belum  semua 
memiliki  perspektif  gender. Hal tersebut tergambar dari fenomena   masih  kentalnya  budaya patriarki dalam 
batang tubuh berbagai produk perundang-undangan.19 
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Dalam bidang sosial-budayapun, masih terdapat nilai dan norma budaya yang belum kondusif terhadap 
pemberdayaan perempuan di berbagai bidang dan aspek  kehidupan.  Misalnya  masih  rendahnya  
kesadaran  dan  pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam aspek 
ekonomi. Akibatnya perempuan masih termarjinalkan dalam pemenuhan hak-hak ekonominya.  
 
Faktor penyebab yang lain adalah rendahnya pendidikan dan timpangnya kualitas pendidikan perempuan pada 
pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki, menyebabkan daya saing perempuan di dunia kerja rendah. Rata-rata 
Proporsi laki-laki dan perempuan secara nasional adalah sekitar 1 : 1. Tetapi, jumlah angkatan kerja laki-laki 
kurang lebih 1,5 kali lebih banyak dibandingkan perempuan, di mana pekerja perempuan hanya mengisi 38.23% 
dari total pekerja di Indonesia. Artinya, masih banyak perempuan yang belum dapat menembus dunia kerja 
karena lebih sedikit perempuan yang mengenyam pendidikan formal.20 
 
Selain hal tersebut, permasalahan yang masih dihadapi adalah terbatasnya akses perempuan pengusaha kecil 
dan menengah dalam program kredit dan pembiayaan lembaga keuangan, informasi pasar atau bisnis, 
manajemen dan pengembangan  usaha, terbatasnya ketrampilan dan pendidikan perempuan untuk  
memperoleh  peluang  dan  kesempatan  kerja  yang  lebih  baik,  serta rendahnya   perlindungan   dan   
jaminan   sosial   bagi   perempuan   pekerja, khususnya di sektor informal. 
 
 
Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
 
Gambaran fakta di atas mengindikasikan masih adanya pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan. 
Pembedaan peran, status tanggung jawab, dan pembagian kerja  antara  laki-laki  dan  perempuan  tersebut 
sering  menciptakan  ketidakadilan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah penguatan program 
pengarusutamaan gender oleh pemerintah perlu diprioritaskan lagi.  
 
Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis 
untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia 
(rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, 
aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.21 
 
Pengarusutamaan gender tersebut sebenarnya telah diintruksikan oleh presiden Republik Indonesia sejak tahun 
2000.22 Inpres tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan   kedudukan,   peran,   dan   kualitas perempuan, serta 
upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara, maka dipandang  perlu  melakukan  strategi  pengarusutamaan  gender  ke  dalam seluruh 
proses pembangunan nasional, termasuk dalam aspek ekonomi. Pengarusutamaan  gender  tersebut merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat 
dan Daerah. 
 
                                                          
20 Admin, “Kondisi Perempuan di Indonesia”, dikutip dari http://www.sampoernafoundation.org/in/what-we-do/858.html, 
diakses pada tgl 15 Mei 2012. 
21 Wikipedia, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pengarusutamaan_gender, diakses pada tgl 21 Mei 2012. 





Berdasar hasil evaluasi uji coba tim teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) 
2009-2010, ditemukan beberapa permasalahan terkait pengarusutamaan gender.23 Permasalahan tersebut 
adalah;24 pertama, kapasitas perencana/penyusun analisis gender dan Gender Budget Statement (GBS) kurang 
memadai dalam hal memahami konsep dan analisis gender dan Pengarus Utamaan Gender PUG, bahkan 
kapasitas fasilitator pelatihan dan pendampingan PPRG juga dianggap kurang memadai dalam hal teknis. 
Kedua, mekanisme penyerahan dan penerimaan GBS kurang jelas dalam sistem aplikasi anggaran berubah-
ubah dengan sosialisasi yang minim. Ketiga, masih belum jelasnya fungsi GBS setelah penyerahan ke 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) 
baik pemanfaatannya maupun penghargaannya. Keempat, masing-masing instansi motor penggerak kurang 
jelas dan kurang berimbang, sehingga beberapa unit pelaksana teknis di Kementerian/Lembaga (K/L) 
menganggap PPRG adalah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian P3A. 
 
Dengan demikian perlu adanya pembangunan komitmen masing-masing K/L baik motor penggerak maupun 
pelaksana, dan komitmen di tingkat daerah. Selain itu, kesepakatan bersama PUG perlu diimplementasikan 
dalam suatu program perencanaan dan budget.  
 
Sejalan dengan penguatan kembali pengarusutamaan gender yang digemakan sebagai salah satu indikator 
keberhasilan pembangunan perempuan, mendorong munculnya berbagai isu tentang makna kesetaraan gender 
bagi kemajuan pembangunan. Salah satunya adalah isu yang mengaitkan kesetaraan gender dengan 
penyelenggaraan negara yang baik, sebuah konsep yang kemudian diberi label good governance. 
Hasil penelitian Bank Dunia pada tahun 2000 yang berkaitan dengan gender,25 mengemukakan kesimpulan 
bahwa negara-negara yang mempunyai derajat kesetaraan gender (gender equality) yang tinggi, relatif 
mempunyai tingkat kemajuan kehidupan atau kemakmuran yang tinggi pula. Di dalam salah satu bagian laporan 
tersebut membahas keterkaitan antara kesetaraan gender, kualitas pengelolaan administrasi publik atau 
governance, dengan kualitas pembangunan.  
 
Kesimpulan dalam bagian tersebut adalah, di negara-negara yang kualitas kesetaraan gender dalam administrasi 
publiknya tinggi, paralel dengan tingginya kualitas good governance, yang ditunjukkan oleh indikator rendahnya 
tingkat korupsi.   
 
Tata kepemerintahan yang baik tersebut mendapat tempat yang sangat vital dalam pemerintahan. Hal ini ditandai 
dengan penegasan dan penguatan posisi tata kepemerintahan yang baik dalam praktik kepemerintahan di 
Indonesia. Pemerintahpun telah menjadikan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Bahkan menjadi prioritas pertama. Selain menjadi prioritas 
pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik masuk kepada agenda pengarusutamaan pembangunan 
nasional. Dengan demikian seiring dengan pelaksanaan good governance di Indonesia, upaya pemberdayaan 





                                                          
23Humas,”Pengarusutamaan Gender perlu Dikuatkan Lagi”, dikutip dari 
http://www.bappenas.go.id/node/168/3262/pengarusutamaan-gender-perlu-dikuatkan-lagi/, diakses pada tgl 21 Mei 2012. 
24Ibid.  








Perempuan Indonesia merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi dalam menentukan arah 
keberhasilan suatu pembangunan. Upaya pengembangan sumberdaya tersebut dapat dilakukan dengan cara 
membuka dan memberi kesempatan yang luas bagi perempuan Indonesia untuk berperan dalam pembangunan, 
termasuk dalam aspek ekonomi, melalui berbagai cara yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki olehnya. 
 
Dalam menciptakan dan menyusun seluruh program pemberdayaan ekonomi perempuan perlu dibarengi oleh 
advokasi yang terstruktur, sistematis, sinergis dan terencana dengan baik. Dengan demikian, advokasi dan 
sosialisasi gender bisa dimulai dari tingkat perencana dan pengambil kebijakan dengan cara memberikan 
wawasan dan sensitivitas gender pada mereka, serta melakukan affirmative action bagi perempuan untuk terlibat 
dalam posisi-posisi yang strategis.  
 
Oleh karena itu perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia, merupakan 
agenda pembangunan yang wajib diprioritaskan, karena mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan 
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